
 

 

44 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  KESIMPULAN 

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan 

dalam memenuhi hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial  adalah sebagai 

berikut : 

1) belum berjalan sepenuhnya dan hanya pada dua jaminan yaitu jaminan atas 

kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Sedangkan jaminan hari 

tua,jaminan kematian dan jaminan pensiun belum dipenuhi oleh perusahaan.  

2) Alasan tidak semua hak dipenuhi oleh perusahaan daerah mutiara harapan alor 

adalah kondisi perusahaan yang belum cukup modal untuk membayar semua hak 

atas jaminan sosial yang dimiliki oleh pekerja.  

5.2.   SARAN 

Saran hasil penulisan skripsi ini adalah :  

1. Bagi Perusahaan Daerah 

Perusahaan perlu memperbaiki kinerja termasuk memperbaiki kekuatan modal agar 

pemenuhan hak-hak pekerja yang menjadi tanggung jawab dari perusahaan dapat 

terealisasi dengan baik 

2.  Bagi Pemerintah Daerah 

Perusahaan Daerah Mutiara harapan Alor merupakan perusahaan milik daerah. Oleh 

karena itu peran pemerintah dalam memperbaiki kinerja perusahaan merupakan salah 

satu tuntutan yang penting untuk. Secara khusus kepada dinas ketenagakerjaan dan 

transmigrasi Kabupaten Alor, pengawasan terhadap kinerja perusahaan dalam 
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mengimplementasikan kewajibannya terhadap pekerja perlu dipertegas termasuk 

pada pemberian sanksi jika tidak dijalankan.  

3. Bagi Para Pekerja 

Para pekerja harus lebih memahami hak-hak dasar mereka sebagai pekerja, termasuk 

memperjuangkan hak-hak tersebut jika tidak dipenuhi secara menyeluruh oleh pihak 

pemberi kerja. 
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